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ABSTRAK

Skipsi ini berjudul “Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), (Analisis Figih Jinayah.)”. Penelitian ini adalah untuk menjawab
pertanyaan: 1)Apa yang dimaksud tindak pidana penodaan agama di dunia maya
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)?.2)Bagaimana bentuk tindak pidana penodaan agama di dunia
maya dan bagaimana sanksi hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?.3) Bagaimana tinjauan
Fiqih Jinayah terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di dunia maya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yaitu merujuk pada
beberapa literatur yang bersangkutan dengan tema yang diteliti, dimana dalam
penelitian ini data yang diperoleh adalah berasal dari bahan baku primer dan bahan
baku sekunder, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan
mengumpulkan  data-data yang berhubungan dengan penodaan agama,
mengorganising kemudian mengeditnya schingga menjadi karya tulis. Adapun teknis
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penodaan agama di dunia maya menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
adalah menyebarkan informasi dengan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan, satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, elektronik data interchange, Surat elektronik, telegram, teleks,
telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau pertorasi
yang telah diolah dan memiliki arti, yang menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.
Bentuk penodaan agama di dunia maya adalah berupa tulisan-tulisan atau gambar-
gambar yang isinya memojokkan agama, hal ini bisa berupa blog atau sejenisnya.
Adapun Sanksi hukumnya menurut Undang-Undang ITE adalah Pidana penjara 6
tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukuman tindak pidana penodaan
agama dalam Islam sebenarnya sudah ada dalam nash,yakni hukuman mati, yang
tergolong dalam jarimah riddah. Akan tetapi hal ini tidak dapat diberlakukan dalam
tindak pidana penodaan agama di dunia maya karena unsur-unsurnya berbeda. Oleh
karena itu tindak pidana penodaan agama dimasukkan dalam jarimah fa°zir, dimana
hukumannya diserahkan pada Ulil amri.

Tindak pidana penodaan agama di dunia maya termasuk dalam jarimah ¢4 zir,
oleh karena itu pemerintah diharapkan bisa bijaksana dalam menangani masalah ini,
kalau hukuman yang sudah ada tidak mampu membuat jera pelaku tindak pidana ini,
maka pemerintah harus membuat alternatif lain guna membuat jera pelaku tindak
pidana penodaan agama di dunia maya ini
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui bahwa di dalam Negara Republik Indonesia
yang menjadi dasar kehidupan adalah Pancasila, baik yang dituangkan dalam
pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu,
seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum
yang dibuat haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum
Tuhan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis daripada sila Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam Pancasila, yang secara yuridis mengikat kepada rakyat dan
pemerintah untuk mengamalkannya." Oleh sebab itulah sebagai usaha
pemerintah untuk melindungi keutuhan hukum Tuhan yang telah digariskan
dalam bentuk aturan-aturan yang diwahyukan melalui Rasul-Nya dalam bentuk
yang dikenal agama, maka dilihat jaminan untuk menjalankan agama
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan tertuang pula dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156, 176, 177 dan Pasal 1562 dan
UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan agama.

"Juhaya S.Praja, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesig, ( Bandung: Angkasa,1982),1 1



Seiring dengan kemajuan peradaban dunia yang dicirikan dengan
fenomena kemajuan informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua
bidang ‘kehidupan, kemajuan dan perkembangan  teknologi khususnya
telekomuniicasi, multimedia dan teknologi informasi (telematiks) pada akhirnya
dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini
tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan
cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.?

Bagi sebagian orang, munculnya fenomena ini telah mengubah
perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke
bagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, schingga memunculkan adanya
norma-norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.

Salah satu contoh perilaku yang meresahkan banyak orang, khususnya
orang-orang Islam, yang terjadi lewat kecanggihan internet baru-baru inj adalah
mengenai penghinaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh orang-orang
yang berupaya menghancurkan Islam dan juga ingin mengacaukan umat Islam.
Tindakan ini dilakukan di dalam blog yang bernaung di Wordpress dan berisikan
karikatur-karikatur dan artikel-artikel yang menyudutkan umat Islam. Isi dari
blog yang bernaung di Wordpress ini cukup memojokkan umat Islam. Dalam
blog ini, pembuat blog memposting sejumlah kartun dan karikatur yang
melecehkan nabi Muhammad dan ajaran Islam. Selain itu, sejumlah artikel

’Dikdik M. Arief Mansyur, Ciber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung; Refika
Aditama: 2005), 3



menjelek-jelekkan, Islam misalnya tentang pedofilia muslim, cara yang
dilakukan si pemilik blog untuk memancing orang mengunjungi blognya adalah

dengan menggunakan judul “Mengenal Islam Lebih Dekat Dengan Segala

Kenyataan yang Ada”3

Hal tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat memicu
ketidakstabilan keamanan dan keharmonisan antar umat beragama. Bahkan
Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) mengutuk perbuatan
menghina agama. Pelakunya pun ditegaskan sangat bisa untuk diseret ke penjara.
Kepala Pusat Informasi dan Humas DEPKOMINFO, Gatot S. Dewa Broto
menuturkan penghinaan agama di internet itu sudah diatur di dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* dan UU Telekomunikasi. “Di
kedua Undang-undang itu sudah clear. Penghinaan yang menyangkut agama itu
melawan hukum” jelasnya kepada detiknet, (Senin 11/1/2010).°

Di Indonesia, menodai agama merupakan tindak pidana dan pelakunya
dapat dihukum dengan hukuman yang berat. Hal ini telah diatur dalam KUHP
dan Undang-Undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965. Kedua undang-undang tersebut

melarang tindakan seseorang melakukan penodaan agama, dan pada tahun 2008

3 http://Korananakindonesia.wordpress.com, 25/02/2010
4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalsh salah

satu konsekuensi dari skema konvergensi bidang tclekomunikasi, compurting dan eatertalnment
(media), di mana pada awalnya masing-masing masih berbaur sendiri-sendiri, Undang-undang ini
dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan implikasinya pada saat transaksi elektronik. Dengan
cakupan materi yang cukup komprehensif. Didahului dengan berbagai pertimbangan yang mendasari

dibuatnya undang-undang ini, penekanan terhadap globalisasi, perkembangan teknologi informasi daﬂ

keingi.nan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

http://korananakindonesia.wordpress.com, 25/02/2010



lalu, telah disyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang ITE ini diterbitkan per tanggal
25 Mare; 2008 lalu oleh pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan
Informasi (DEPKOMINFO), dan di dalam Undang-undang inipun memuat pasal
tentang larangan melakukan penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama,
seperti ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan antar suku, agama, ras dam antargolongan
(SARA)”. Undang-Undang ini dikhususkan untuk menjerat pelaku tindak pidana
penodaan agama yang dilakukan melalui media transaksi elektronik seperti
halnya dunia maya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Pusat
Informasi dan Humas Depkominfo, bapak Gatot S. Dewa Broto.’

Selain beberapa Undang-Undang seperti tersebut di atas, tindakan
menodai agama juga tidak dianjurkan oleh agama Islam. Dalam Islam terdapat
larangan menghina sesembahan-sesembahan agama lain, sebagaimana yang

difirmankan Allah SWT dalam surat al- An’am ayat 108

Undaag-Undung lnformasi dan Transaksi Elekteonik ITE dun UU Telokomunikasi, "Di kedua

Undang-undang itu sudah clear. Penghinaan yang menyangkut agama itu melawan hukum” jelasnya
kepada detiknet, (Senin 11/1/2010)

® Gatot S. Dewa Broto menuturkan penghinsan agama di internet itu sudsh  diatur di dalam
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Artinya: “Dan jauganlah kamu memaki sesembahan yang mercks sembah
selain Allah karena nanti mercka akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian Kami jadikan setiap
umat menganggap baik pekerjaan mereka kemudian kepada Tuhanlah
mercks kembali lalu Dia memberitakan kepada mercka apa yang
dahulu mercka ketjakan” (Q.S al-An’am. : 108)"

Disamping itu, Islam juga melarang sikap berprasangka buruk kepada
Allah dan Rasul-Nya apalagi sampai menghina Allah dan Rasul-Nya,

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 154;

Latond 5B ol 25 4y 0 g 3l el w8 Gyl

Artinya: “Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri,
mercka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan
Jjahiliyah” (Q.S Al-Imran : 154)®
Penjabaran dalam surat al-An’am ayat 108 dan surat Ali Imran ayat 154
di atas cukup jelas jangkauannya sebagai kata langkah preventifsyara’ mencegah
tindak pidana penghinaan atau penodaan agama.
Adanya Undang-Undang maupun dalil al-Qur’an tersebut diharapkan
mampu mencegah adanya tindak pidana penodaan agama, akan tetapi dalam

realita hal itu tidak mampu mencegah adanya tidak pidana penodaan agama yang

7 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahan nya, (Surabaya: Penerbit Mahkota), 142
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan nya, 71



justru sekarang makin marak terjadi. Hal ini mungkin terjadi karena kurang
bijaknya pemerintah menangani hal ini atau bisa juga pelaku tindakan ini tidak
jera dengan hukuman yang diberikan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pcnodaan agama khususnya yang
dilakukan melalui sarana internet atau dunia maya, karena fenomena inilah yang
sekarang banyak terjadi. Meskipun dalam KUHP sudah ada pasal yang mengatur
masalah tindak pidana terhadap agama, tetapi penulis juga menggunakan
Undang-undang lain untuk mengkaji masalah ini, yaitu Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (TE). Hal ini
dikarenakan Undang-Undang inilah yang lebih spesifik membahas tentang
tindak pidana yang dilakukan di dunia maya khususnya tindak pidana penodaan
agama. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan masalah
tindak pidana ini belum pernah dijelaskan, maka penulis kemudian tertarik untuk
menganalisis tindak pidana penodaan agama di dunia maya ini dengan hukum

pidana Islam atau fiqih jinayah.

. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat banyak macam penodaan
agama, maka penulis mengidentifikasi masalah penodaan agama tersebut sebagai
berikut:



1. Penodaan Agama dengan menyerang agama melalui tindakan, seperti
menginjak Al-Qur’an dll
2. ,Penodam Agama berupa penyimpangan ajaran agama seperti yang
pernah terjadi di daerah malang,
3. Penyimpangan Agama seperti yang dilakukan Lia Edden dan para
pengikutnya.
4. Penodaan agama melalui media seperti gambar-gambar karikatur
yang memojokkan agama
5. Penodaan agama melalui tulisan-tulisan yamg memojokkan agama
6. Penodaan agama melalui lisan atau ucapan seperti dalam kampanye
yang pernah terjadi di daerah Bandung
C. Batasan masalah
Dari identifikasi masalah di atas,maka penulis membatasi penulisan karya
tulis ini dengan batasan
1. Penodaan agama yang dimaksud adalah penodaan agama yang dilakukan
di dunia maya yang meliputi pengertian penodaan agama di dunia maya,
bentuk- bentuk, dan sanksi hukumnya.
2. Penodaan Agama dalam hukum Pidana Islam atu fiqih jinayah.
D. Rumusan Masalah
Melihat latar belakang di atas, maka agar lebih praktis dan fokus

pembahasannya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai benkut



L.

3.

Apa yang dimaksud tindak pidana penodaan agama di dunia maya menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)?

Bagaiména bentuk tindak pidana penodaan agama di dunia maya dan
bagaimana sanksi hukumnya menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

Bagaimana tinjauan Figih Jingyah terhadap pelaku tindak pidana penodaan

agama di dunia maya?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang penodaan agama memang pernah dibahas dan agar

tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan, maka penulis menampilkan

penelitian yang sudah membahas penodaan agama, yaitu:

1))

2)

Juhaya S Praja dalam karyanya” Delik Agama dalam Hukum Pidana di

a”.® Dalam karya ini di jelaskan tentang posisi agama di Indonesia

Indonesi
yang kemudian di bahas tentang tindak pidana terhadap agama yang
dikaitkan dengan KUHP dan UU.Pnps NO 1 Tahun 1965.

Saudara Abdur Rahman tahun 2006, di dalam skripsinya yang berjudul

“Delik Penodaan Agama pada KUHP dalam Perspektif Hukum Islam (Studi

® Karya ini awalnya adalah hasil penelitiannya dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studinya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang setelah di revisi kemudian
dijadikan sebuah buku.



atas Hukuman)”'®. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai sanksi hukuman
penodaaﬁ agama dalam KUHP yang dianalisis dalam hukum Islam,

Séla;’n dua karya tulis yang membahas tentang penodaan agama di atas,
Penulis Juga menampilkan tulisan yang membahas mengenai tidak pidana di
dunia maya, yaitu:

1) Saudara Abidin tahun 2005, di dalam skripsiya Vyag berjudul “Cyber Law
dalam Prespektif Hukum Pidana Indoesia dan Hukum Pidana Islam”."" Dalam
skripsi ini dijelaskan mengenai Hacking dari mulai pengertian, sejarah, sanksi
da kasus-kasus yang yang berhubungan dengan Hacking ini.

2) Saudari Desi Tri Astutik tahun 2008, di dalam skripsinya yang berjudul
“Tindak Pidana Kejahatan Duia Mayantara(Cyber Crime) dalam Prespektif
Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektroik (ITE) dan Figih Jinayah™? Dalam skripsi ini dijelaskan megenai
Cyber Crime dalam arti yag luas, mulai dari pengertian, eksistensi, faktor-
faktor pertumbuhan dan kemudian di tarik kesimpulan ke hkum pidana islam.

Melihat dari kajian pustaka di atas, maka sepengetahuan penulis

belum ada skripsi yang membahas tentang tindak pidana penodaan agama dalam

' Abdur Rahman, Delik Penodsan Agama Pads KUHP dalam Prespektif Hukum Pidana Islam
(Studi atas Hukuman), (Surabaya; IAIN Sunan Ampel; 2006)

"' Abidin, Cyber Law dalam Prespektif Hukum Pidana Indoesia dan Hukum Pidsna Islam,
(Surabaya;IAIN Sunan Ampel;2005) ‘

" Desi Tri Astutik, Tindak Pidana Kejahatan Duia Mayantara(Cyber Crime) dalam Prespektif
Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Flektroik (ITE) dan Figih
Jingyah, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel; 2008)



atas Hukuman)”‘°, Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai sanksi hukuman
penodaan agama dalam KUHP yang dianalisis dalam hukum Islam.

Sc;la_in dua karya tulis yang membahas tentang penodaan agama di atas,
Penulis Juga menampilkan tulisan yang membahas mengenai tidak pidana di
dunia maya, yaitu;

1) Saudara Abidin tahun 2005, di dalam skripsiya yag berjudul “Cyber Law
dalam Prespektif Hukum Pidana Indoesia dan Hukum Pidana Islam”."! Dalam
skripsi ini dijelaskan mengenai Hacking dari mulai pengertian, sejarah, sanksi
da kasus-kasus yang yang bethubungan dengan Hacking ini.

2) Saudari Desi Tri Astutik tahun 2008, di dalam skripsinya yang berjudul
“Tindak Pidana Kejahatan Duia Mayantara(Cyber Crime) dalam Prespektif
Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektroik (ITE) dan Figih Jinayah™® Dalam skripsi ini dijelaskan megenai
Cyber Crime dalam arti yag luas, mulai dari pengertian, eksistensi, faktor-
faktor pertumbuhan dan kemudian di tarik kesimpulan ke hkum pidana islam.

Melihat dari kajian pustaka di atas, maka sepengetahuan penulis

belum ada skripsi yang meinbahas tentang tindak pidana penodaan agama dalam

' Abdur Rahman, Delik Penodsan Agama Pada KUHP dslam Prespektif Hukum Pidana Islam
(Studi atas Hukuman), (Surabayas; IAIN Sunan Ampel; 2006)

"' Abidin, Cyber Law dalam Frespektif Hukum Pidans Indoesia dan Hukum Pidsna Islam,
(Surabaya;IAIN Sunan Ampel;2005)

* Desl Tri Astutik, Tindsk Pidana Kejahatan Duia Mayantara(Cyber Crime) dalam
Undang-Undang N 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroik (TE) dan Figih
Jinayah, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel; 2008)
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dunia maya yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT E) dan sekarang banyak terjadi.

F.Tujuan Pmeﬁtim
Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memahami pengertian tindak pidana penodaan agama di dunia maya dan
sanksi tindak pidana tersebut menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan juga bentuk-bentuk penodaan
agama di dunia maya.

2. Memahami konsepsi figih Jinayah atau hukum pidana Islam tentang
penodaan agama dan hukumannya.

3. Menilai kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan pasal 28 ayat 2 UU

ITE mengenai penodaan agama.

G.Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai berikut:
1. Secara teoritis adalah sebagai sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan,

khususnya tentang tindak pidana penodaan agama di dunia maya.
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2. Secara praktis adalah dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis
bagi penéliti selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan

agama di dunia maya.

H.Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, | maka di bawah ini akan
dijelaskan pengertian dari judul yang dibahas sebagai berikut:

Tindak Pidana Penodaan agama: Delik yang dilakukan dengan menyerang
ajaran-ajaran agama dengan niat memusvhi, menghina, menodai atau
menyalahgunakan agama bersangkutan dengan cara mengeluarkan perasaan atau
perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya dengan sengaja. Adapun
penodaan agama yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah penodaan agama di
dunia maya.

Dunia Maya : adalah salah satu media atau dunia firtual yang sengaja
dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang
dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda

Informasi Elektronik: Adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik(e/ectronic mail), telegram,

teleks, felecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, symbol, perforasi
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yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.'?

Ttansaksi Elektronik: Adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
komputer, jﬁngm komputer, dan/atau media elektronik lainnya.'*

Figh Jinayalr. Iimu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah
perbuatan yang dilarang (Jarimak) dan hukumannya (Uqubah), yang diambil dari
dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara
pengertian “Fiqih” dan “Jinayal”.'’ dan dalam karya tulis ini pembahasan figih

Jingyahnya lebih ditekankan pada konsep jarimah dan uqubah nya.

I.Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah
pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai pengertian tindak pidana penodaan agama di dunia maya
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
b. Data mengenai bentuk dan sanksi atas tindak pidana penodaan agama di

dunia maya -

s Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008,
(Yogyakarta:Penerbit Jogja Bangkit Publisher,2009), 10
" bid, 10
1> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), ix
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c. Data mengenai tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana
Islam atau figih jinayah.
2. Sumb‘e; data
Sﬁmber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(TE)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Bahan Hukum sekunder
- Metode Penelitian Hukum karangan Burhan Ash-Shofa.
- Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia karangan Juyaha S.
Praja
- Fiqih Jingyah karangan A.Djazuli
- Cyber Law karangan Drs. Dikdik M. Arief Mansur,
- Hukum Pidana Islam karangan Drs. H. Achmad Wardi Muslich
- Kaidah figih Jinayah karangan Jaih Mubarok
- Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen
Agama RI
- Dan buku-buku lain yang tentunya membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.
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3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu
merujuk pada beberapa buku atau literatur yang membahas materi yang
bersangkutan dengan tema yang diteliti, maka dalam pengumpulan data yang
digunakan adalah menelusuri dan mencover beberapa buku dan tulisan yang
berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama khususnya di dunia maya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penclusuran teks yaitu
dengan cara mendokumentasi tulisan-tulisan yang ada dan berhubungan
dengan masalah yang dibah;ls dalam penelitian ini, setelah itu penulis
mengorganising, dan kemudian mengedit sehingga nantinya menjadi sebuah
karya tulis.
5. Teknik Analisis Data
Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik Kualitatif Deskriptif Analisis, Teknik ini digunakan untuk
menguraikan masalah tindak pidana penodaan agama di dunia maya dan

relevansinya dengan hukum pidana Islam.
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J.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk
mempeerdah dalam memperoleh gambaran, pemahaman dan kesimpulan, maka
sistematika bembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab Pertama tentang Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah,
Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian
yang meliputi (Data yang dikumpulkan, Sumber Data, Jenis Penelitian, Teknik
Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data) dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua tentang Landasan Konsepsional atau Landasan Teori yang
memuat tentang Makna Figih Jinayah, Hukuman dalam Fiqih Jinayah, dan
Penodaan Agama dan Hukuman nya dalam Hukum Islam

Bab Ketiga tentang Penyajian Data, memuat tentang Tindak Pidana
Penodaan Agama di Dunia Maya menurut Undang-Undang Nomor 11 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang meliputi Pengertian dan Ruang
Lingkup Undang- Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), Asas dan Tujuan Undang- Undang Nomor 11
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pengertian Tindak Pidana di
Dunia Maya, Bentuk-Bentuk dan Perkembangan nya, Fenomena Penodaan
Agama Di Dunia Maya dan Pengertian Penodaan Agama di Dunia Maya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Beserta Contoh
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kasusnya, dan Sanksi Tindak Pidana tersebut dalam UU No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bab keempat tentang Analisis, memuat tentang Analisis Hukum
Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya menurut UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Analisis Figih
Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya menurut UU
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bab Kelima tentang Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB I
PENODAAN AGAMA DAN HUKUMANNYA
MENURUT FIQIH JINAYAH

A. Makna Fiqih Jinayat
a. Pengertian

Pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil
perbuatan seseorang, Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan
yang dilarang. Di kalangan fugaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan-
perbuatan yang terlarang menurut syara’,'6 meskipun demikian, pada
umumnya fiqahs’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-
perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan,
pembunuhan, dan sebagainya. Jingyah merupakan bentuk verbal noun
(mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau
salah, sedangkan jingyah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.!”
Seperti dalam kata jana’als qaumi bijingyatin artinya ia telah melakukan
kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti “memetik”, seperti
dalam kalimat jana as-samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”,'®

Kata jingyah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak

*® A. Deajuli, Figih Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet I, 2000), 1

' Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Logung Pustaka, Cet L
2004), |

'2 Ibid, 1 ‘

17
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pidana. Secara terminologi kata Jingyalh mempunyai beberapa pengertian,
seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir Awdah :
BT S o e 85 0 605 5 B ()
“Perbuatan yang dilarang o]eblgyara’ baik perbuatan itu mengenai jiws,
harta bends, atsu yang lainnya.
Jadi jingyah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.
Sebagian fiigaha’ menggunakan kata Jingyah untuk perbuatan yang
berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,
menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah
figih jingyah sama dengan hukum pidana. Menurut Al-Mawardi figih
Jingyah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah
perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (Ugubal), yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan

antara pengertian “figih” dan “Jingyah”.

b. Unsur atau Rukun Jinayah
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap
delik (farimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah

dapat dikategorikan raenjadi 2 (dua) : pertama, rukun umum, artinya unsur-

* Abd Al-Qadir Awdah, at-Tasyri’al~Jinai al-Islami, (Beirut ; Dar al-Kutub, 1963), 67
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unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus,
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau nas). Artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana
kecuali adanya nas atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam
hukum positif masalah ity dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu
suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya
tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang
mengundangkannya.?® Dalam syari’at Islam lebih dikenal dengan istilah
ar-rukn asy syar’. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada
perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang
dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. g

2. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku
Scscorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun
sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau figih
Jinayah disebut dengan ar-rukn al-madi?

» 5, CUHP Pasal 1 ayat (1)
Abd Al-Qadir Awdah, at-Tasyri’al-Jinai al-Islami I+121
2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 10
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3. Unsur moril (pelakunya mukalaf) artinya pelaku Jarimakh adalah orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang
&jlakukannya

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan
tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi, tanpa ketiga unsur
tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan
Jinayah.

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku
di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan' unsur khusus jarimak yang
lain; misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi
adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan wnsur khusus
di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-
terangan.?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan
yang khusus pada jarimah ada perbedaan, unsur umum jarimah macamnya
hanya satu dan sama pada tiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus
bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah,

C. Asas Legalitas dalam Figih Jinayah
Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau

prinsip, scdangkan kata “Logalitas” berasal dari bahasa latin yaituy Lex

2 A. Djazuli, Figih Jingyab, 3
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(kata benda) yang berarti Undang-Undang, atau dari kata legalis yang
berarti sah atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dengan
demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut Undang-
Undan.g”.24

Adapun istilah asas legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan
secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana {(KUHP) kendali demikian, bukan berarti syari’at Islam
tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak Yang menyatakan bahwa hukum
pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang belum
meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan
adanya asas legalitas.*

Di kalangan ulama asas legalitas ini adalah suatu konsekuensi logis
dari persyaratan seorang mukallaf dan persyaratan perbuatan mukallaf.

Seperti diketahui bahwa salah satu Syarat mukallaf adalah mampu
memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan yang melarang perbuatan.
Syarat ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih
dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti.

Adapun sumber hukum asas legalitas dalam Islam adalah sebagai
berikut :

* Subekti dan Tjitrosudibyo, Ksmus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1969), 63
* Abd Al-Qadir Awdah, at-Tasyri’al-Jinai al-Islami, 118
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o G L Y -8 &2

; - L d
V53 & 35 byas K05 ...
“Dan kami tidak akan meng ‘azab sebelum kami mengutus seorang rasul’ *®

Al-Qur’an dalam surat al-Qasas ayat 59
E’ “le o .~ ,.z, j’ rdé . - 4,;‘0'4 /,"'r 9}4£’r ’4’
ol fgale L3 Y005 Wil 3.8 (55 el aligh Gl 56 G

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinssakan kota-kota, sebelum Dig

mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-gyat kami

kepada mereka”?’

B. Hukuman dalam Figih Jinayah
a. Pengertian dan Tujuan Hukuman
Hukuman dalam bahasa Arab disebut Uqubah yang artinya

menggiringnya.  Adapun  pengertian  hukuman sebagaimana
dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah

g I plap o il sy 52l Ji o & Sl

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan

masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
syara’®

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-qur’an, ataupun

lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman

untuk kasus f4’°zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya

% Alqur'an dan Terjemabnya
7 Al-Qur’an dan Tegjemahnya
% Abd. Al-Qadir Awdah, al-Tasyri al-Jinal al-Islami, 609
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hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai
dengan prinsip bahwa “ Seseorang tidak menanggung dosanya orang
lain”. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah
ménurut Islam adalah sebagai pencegahan serta balasan (ar-radut waz
Zahru) dan sebagai perbaikan dan pengajaran ( al-is/ah wat-tahdzib).
Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi
perbuatan jeleknya, disamping itu juga merupakan tindakan preventif
bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama® dan dalam
aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan,
sebagai berikut:

Pertama, untuk memelihara masyarakat, dalam kaitan ini
pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan
masyarakat dari perbuatannya.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi
pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima
balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut,
pemberi hukuman berharap terjadi dua hal yaitu pelaku diharapkan
menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga ia tidak
akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, dan

orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama

® A. Djazuli, Figih Jinayah, 25
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juga akan dikenakan pada peniru dan pada hakikatnya harapan ini
adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahaten tersebut cukup

hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman bagi
pelaku pada dasamﬁla juga scbagai upaya mendjdiluiya agar menjadi
orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan
bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain.
Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah segi upaya mendidik

pelaku jarimah mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah

akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

. Macam-Macam Hukuman
Mengenai macam-macam hukuman ini, Prof. H.A. Djazuli

membaginya sebagai berikut :

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidaknya terdapatnya nash

dalam al-qur’an atau al-hadis, hukuman sebagai thenjadi dua yaitu :

a. Hukuman yanag ada nashnya yaitu hudud, gishash, divat dan
kafarah.
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b. Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut dengan
hukuman ¢2°zir.
Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu

dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi empat pokok :

a. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyyah), yaitu hukuman utama
bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang
membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan
tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi penzina ghair mubsan.

b. Hukuman pengganti (al-ugubat badaliyyal), hukuman yang
menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang
karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman fa’zir
dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga
korban. Dalam hal ini hukuman f2’zir merupakan pengganti dari
hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman
diyat sebagai pengganti dari hukuman gishash yang dimaafkan.

¢. Hukuman tambahan (al-uqubah asl-takmiliyyah), yaitu hukuman
untuk meleﬁgkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun
harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukum pelengkap
ini menjadi pemisah dari yang hukuman ' tambahan tidak

memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan
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bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau
mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.
Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan

berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam :

a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang
sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat
menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau
menggantikan dengan hukuman lain.

b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas
tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang
dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini
hanya ada pada hukuman-hukumian yang termasuk kelompok £a’zir.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman,

terbagi dalam :

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota
badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.

b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan,
sedangkan A. Djazuli memasukkannya ke dalam hukuman terhadap

jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap
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jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat
psikologis, seperti ancaman, peringatan, atau teguran,°
¢. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya Eebebasan manusia
atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan Vatau penjara.
d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, seperti
perampasan (penyitaan, diyat, dan denda.
Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya “Dekonstruksi Hukum

Pidana Islam, hukuman ada tiga macam’!, yaitu :

a. Hudud
Kata “Hudud’ adalah jamak dari kata “Hadd” yang berarti
pencegah, pengekangan atau larangan dan karenanya ia merupakan
suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau
Undang-Undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal)

dan terlarang (haram).2

Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan
yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan,
minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan

dan yang dilarang, Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau

%0 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Isiam, (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),
63

! 1bid, 68
*? Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Isl:am, 11
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diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal

terlarang untuk dikerjakan.

Dalam hukum Islam, kata “Hudud” dibatasi untuk hukuman
karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur’an atau sunnah
Nabi Saw. Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong jarimah
hudud adalah :

- Jarimah zina

- Jarimah Qadzaf

- Jarimah Minum-Minuman Keras (syurbul khamr)
- Jarimah Pencurian

- Jarimah Hirobah

- Jarimah pemberontakan

- Jarimah Riddsah

. Qishash (Hukum Balas)

Kata Qasshash berasal dari kata Arab “Qasiha’ berarti dia
memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia
bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama
atas pembunuhan yang telah dilakuakan. Perintah tentang gishash

dalam al-qur’an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat
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dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti termanifestasikan

dalam firmannya :

» 20 4 A o
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan demgan orang-orang yang dibunuk” (Q.S Al-
Baqgarah:178)

Jarimah yang termasuk Qishash ini ada hanya dua macam yaitu

pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya

ada lima macam, yaitu :

Pembunuhan sengaja
Pembunuhan menyerupai sengaja
Pembunuhan karena kekerasan
Penganiayaan sengaja

Penganiayaan tidak sengaja

Ta’zir

Pengertiap ta’zir menurut bahasa adalah ts’dib yang artinya

memberi pelajaran. 7'2’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal-man’u

yang artinya menolak dan mencegah. 7a’zir diartikan mencegah dan

menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya. Sedangkan menurut syara’ fa’zir adalah hukuman yang

ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan
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harus dilindungi. Dan dalam spirit of law dari ajaran Islam, agama tidak
dapat tegak tanpa terpeliharanya jiwa, harta akal, keturunan dan
kehormatan. Semuanya merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan.
Semuanya dikuatkan dengan berdasar sumber-sumber hukum yang jelas
(nashiyyah), yang kesemuanya itu merupakan kepentingan-kepentingan
utama yang diistilahkan dengan “Dharury”*® Oleh sebab itu pengertian
tindak pidana terhadap agama dalam pengertian Islam lebih luas dari pada
pengertian menurut hukum positif. Dalam hukum positif tindak pidana
terhadap agama hanya melindungi orang-orang yang beragama dan bukan
“agamanya”, hal inilah yang terdapat di negara barat ataupun negara
sosialis lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana terhadap
agama bukan hanya melindungi orang yang beragama saja akan tetapi juga
agamanya secara utuh. Agama secara utuh berarti bisa diartikan semua hal
yang berhubungan dengan agama, seperti Tuhan, Nabi, ajaran, kitab suci
dan lain-lain. Jadi, melindungi agama dalam Islam berarti melindungi
semua hal yang berhubungan dengan agama. Menodai sendiri adalah
menyerang dengan niat memusuhi, meughina, menyalahgunakan dan lain

sebagainya.

Dalam Islam penodaan agama bukan merupakan hal yang baru, pada

awal ajaran agama Islam mulai tumbuh, hal ini sudah terjadi. Mereka yang

* Juhaya S Praja, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesis, (Bandung : Angkasa, 1993),
91
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tidak menerima ajaran agama Islam selalu mencari-cari alasan untuk
menjelek-jelekan agama Islam, bahkan dimasa itu banyak orang-orang yang
mencaci maki Nabi Muhammad Saw. Penghinaan bukan hanya sebatas
kata-kata saja, seperti umpatan “Muhammad Tukang Sihir”, yang
dilontarkan kaum kafirin musyrikin Mekah, pimpinan Abu Jahal, Abu
Lahab, Ugbah bin Abu Muaith, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, dll.,
tetapi juga ancaman pembunuhan. Kaum kafirin musyrikin Mekkah, atau
Quraisy, sebenarnya menyukai kepribadian Nabi Muhammad yang jujur
(amanah), sopan santun, dan lemah lembut. Dengan demikian, mereka
memberi gelar “A/ Amin” (tepercaya). Namun, mereka membenci
ajakannya untuk menyembah Allah SWT (tauhid), dan mengakuinya
sebagai utusan Allah (Rasulullah). Kaum Quraisy memilili tradisi
menyembah bermacam-macam berhala (politeisme) dan tidak merasa
terikat oleh aturan siapa pun yang tidak diangkat sebagai kepala kabilah.
Sementara itu Nabi Muhammad saw, mengeluarkan aturan-aturan yang
dianggap merugikan posisi kaum Quraisy terutama kalangan
bangsawannya, Padahal Muhammad hanya yatim di bawah asuhan
pamannya, Abu Thalib. Ketika dakwah Nabi Muhammad saw semakin
memikat banyak warga Quraisy, Abu Jahal dan yanéll\ainnya berkali-kali
mendatangi Abu Thalib, meminta menyerahkan Muhammad untuk diberi

tindakan agar tidak menyerukan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad saw
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semakin tegar berjuang menyebarkan syiar Islam, para pembenci Nabi saw
itu mengalihkan sasaran ejekan dan penganiayaan kepada pengikut beliau.
Antara lain Ammar bin Yasir beserta orang tua dan saudara-saudaranya,

Bilal bin Rabbah, Chabbab bin Arat, dlI.

b. Hukuman Penodaan Agama dalam Fiqih Jinayah

Dalam Islam menghina atau memperolok-olok adalah hal yang

dilarang, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi sebagai berikut:

e 1.2 & Sl ef AT oG sy - S gfl
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“Hai orang-orang yang beriman, Janganlalh suatu kaum memperolok-olok
kaum yang lain karena boleh jadi mereka Yang diolok-olokkan itu lebih baik
dari mereka yang mengolok-olokkan’, (Q.S Al-Hujurat ayat 11)*

Ayat di atas menunjukan bahwa memperolok-olok suatu kaum
adalah hal yang dilarang, dan kalau memperolok-olok atau menghina suatu
kaum saja tidak diperbolehkan apalagi kalau yang diolok-olok atau dihina
adalah agama, mengingat agama adalah hal yang paling dilindung dalam
Islam. Menurut Shalah Ash' -Shawi dalam bukunya yang berjudul “Syaikhul
Islam Ibnu Tajmiyah : Pedang Terhunus, Hukuman mati bagi pencaci maki
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nabi’,” mencaci maki nabi sama dengan mencerca agama dan cacian

terhadap Nabi merupakan bentuk cercaan (hinaan) terhadap agama yang

3 Al-Qur'an dan Terfemahnya, 845
% Shalah Ash Shawi, Syaikfiul Islam Ibnu Taimiyah : Pedang Terfiunus; Hukuman bagi pencaci
maki nabi, (Jakarta : Griya Ilmu, 2006), 17
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paling besar. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan mengenai larangan mencerca

agama, seperti dalam firman Allah SWT :
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“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mercka berjanji, dan

mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-

orang Kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (vang

tidak dapat débegang) Janjinya, agar supaya mercka berhenti. (Q.S. At-
Taubah : 12).3

Dalam bukunya Shalah Ash-Shawi mengemukaan bahwa hukuman
bagi pencerca agama adalah dengan diperangi, sanksi ini lebih berat dari -
pada perusak agama yang lainnya, karena mencerca agama adalah faktor
pemicu peperangan yang paling dominan. Dan selanjutnya yang dimaksud
memerangi disini adalah dengan mengeksekusi mati (membunuh), dan ini
pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang memusuhi Allah,
beserta Rasulnya dan yang mencerca agama. Selain itu Nabi juga pemah

memerintahkan untuk membunuh seseorang yang telah menghina beliau,

hukuman yang pernah dijatuhkan Nabi Muhammad kepada seseorang
yang telah menghina beliau, seperti yang diceritakan dalam hadis yang telah
disebutkan hadist az-ahri : )

3 Al-Qur’an dan Terjemahanya, 280
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“Beliau Nabi Saw masuk Mekkah pada tahun fathu Makkah sementara
beliau mengenakan topi besi, ketika beliau melepasnys, maka datanglah
scorang laki-laki dan berkata “Ibnu Khatha! bergantung pada penutup ka’bah,
lalu beliau berkata “Bunuhlah dia”,

Hadis ini menceritakan tentang kisah Ibnu Khathal, dimana pada waktu
fathu Mekkah dia lari menuju ka’bah, berlindung di dalamnya, mencari
keselamatan, menghindari peperangan dan membuang pedangnya. Sebagian
Ulama’ mengatakan bahwa Ibnu Kathal di bunuh bukan karena kemurtadan

nya akan tetapi karena dia telah mencaci Nabi Muhammad dan Mencercanya.*®

Menurut Shalah Ash-Shawi juga, kondisi pencaci maki nabi yang

juga dianalogikan sebagai penodaan terhadap agama tak terlepas dari 3 hal,

yaitu:

1. Jika dia seorang muslim, maka kaum muslimin telah sepakat tentang
kekafirannya dan mewajibkan untuk dibunuh.

2.Jika dia seorang kafir dzimmi, maka kebanyakan ulama sepakat bahwa
sanksinya dibunuh.

% Lihat kitab Fathul Bari dalam kitab pembahasan tentang balasan dari berburu (jazaa ash
Shaid), 6 (4/70,71 : hadis no 1846).. di tahhrij pila oleh Baihaqi di dalam kitab as-sunan dalam kitab
pembahasan tentang orang yang murtad (8/205)

% Shalah Ash Shawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah : Pedang Terhunus; Hukuman bagi pencaci
maki nabi, 81
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© 3.Jika dia seorang kafir harbi, maka kebanyakan riwayat (hadist)
menyatakan bahwa nabi menginginkan dan menganjurkan pelaku
dibunuh karena perbuatannya.

Murtad atau riddah selalu dikaitkan dengan tindak pidana penodaan
agama ini, riddah menurut istilah sendiri adalah kembali dari agama Islam
kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran,
atau dengan ucapan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah
Zuhayli dalam kitabnya A/-Figh Al-Islam wa Adillatubu. Dari definisi tersebut,

maka diketahui bahwa unsur-unsur jarimah riddah ada dua macam, yaitu:
a. Kembali (keluar) dari Islam, dan
b. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan).

Unsur yang pertama dari jarimah riddah adalah keluar dari Islam,
pegertian keluar dari Islam itu adalah meninggalkan agama Islam setelah
tadinya mempercayai dan meyakininya. Keluar dari agama Islam bisa
terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan perbuatan atau

menolak perbuatan, dengan ucapan, dan dengan iktikad atu keyakinan.

Keluar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang
melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan
menganggapnya boleh, contohnya seperti menyembah berhala, matahari

atau bulan dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan menolak
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| melakukan perbuatan adalah keenggaunan seseorang untuk melakukan
perbuatan yang diwajibkan oleh agama (Islam),dengan diiringi keyakinan
bahwa perbuataan tersebut tidak wajib, contohnya seperti enggan
melaksanakan sholat,zakat dan lain-lain. Keluar dari Islam dengan ucapan
bisa terjadi denagn mengeluarkan ucapan yang berisi kekafiran, contohnya
seperti menyatakan barwa dirinya adalah Nabi dan lain-lain. Disamping
itu keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan iktikad atau keyakinan yang
tidak sesuai dengan akidah Islam, contohnya seperti scscorang yang

meyakini bahwa Allah itu makhkuk dan lain-lain.

Unsur yang kedua adalah niat melawan hukum, bisa dihukum dengan
Jarimah riddah ketika seseorang sengaja melakukan perbuatan atu ucapan
yang berisi kekafiran. Kalau dua unsur ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa

dianggap sebagai jarimah riddah .
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TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI DUNIA MAYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Tindak Pidana Penodasn Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
a) Pengertian dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah
menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu
dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan
produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan pengguna sarana
teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat,
dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadi
perubahan sosial, el_;onomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan
huku.

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan
dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasul;i beberapa sektor
kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan,

keschatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan

38
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komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi
peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru
(cyber crime) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan
bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua,
dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana
efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.,

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang
sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan,
terorisme, penghinaan dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi
bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu sangat
kontras dengan keadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi
informasi dan komunitas di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk
menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi
terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang RI Nomor |1 tahun 2008 tentang informasi dan
transasksi elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban
oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksud p;lda seluruh aktivitas
pemanfaatan teknologi informasi dan komumikasi di dalam negeri agar

terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan



téknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,
dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan
pemerintah Indonesia dimulai di era orde baru hingga orde saat ini,
merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap
terhadap dinamika kehidupan masyarakat itu akibat pengaruh dari
masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga
pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata,
dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan
bangsa.*®

Mengenai ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang ini, diatur dalam
pasal 2 UU Nomor 11 tahun 2008 yang mana Undang-Undang ini berlaku
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia,
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2, dinyatakan
bahwa Undang-Undéing ini memiliki jangkauan juridiksi tidak semata-mata
untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan /atau dilakukan oleh
warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk pe;'fngatan hukum yang
dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia, baik oleh warga

¥ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transakasi Elektroni  Studi Kasus Prita Mulyasari,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 40



-negara Indonesia, maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum
di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi
elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau
fnverbal dan yang dimaksud dengan merugikan kepentingan ekonomi
nasional, perlindungan dosa strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta
hukum Indonesia. |
b) Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
1. Asas Hukum
Asas hukum merupakan pikiran dasar dan juga merupakan sebagian
cita-cita manusia. Asa hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi
arah sebagai dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana
dipositifkan dalam Undang-Undang dan Yurisprudensi. Asas hukum
sebagai endapan metodologis, atau yang melatarbelakangi pikiran-pikiran
hukum (/dea of rule) yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan
atau dalam putusan pengadilan, schingga memberikan akibat pada
kenyataan yang ada dalam masyarakat (factor rie) dan asas hukum ini,
diambil sebagai nilai-Onilai untuk menjadi pedoman hidup dalam
masyarakat (fartor idiel)
Salah satu ciri asas hukum ialah memptmyai"sifat umum, yang

berlaku tidak hanya vntuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk
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semua peristiwa. Sesuatu yang bersifat umum maka membuka peluang
adalah kekecualian. Bila ada pertentangan antara UU dengan UU, atau
UU dengan UUD, atau UU dengan PP atau hal yang lainnya, dengan
men'aperhatikan asas Jex imperior derogate lex superior, atau lex szpedbr
derogate lege priori, maka suatu aturan hukum perundangan akan
menetapkan sejumlah pilihan terhadap mana yang harus didahulukan,
apakah faktor keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi clektronik diatur dalam
pasal 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi :
“ Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik,
dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi’.
Bahwa asas kepastian hukum berarti bagi pemanfaatan teknologi
informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung
penyelengaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di
luar pengadilan. Asas manfaat menurut Undang-Undang informasi dan
transaksi elektronik ini berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi
dan transaksi elektronik diupayakan wuntuk mendukung proses
berinformasi, schingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan landasan
bagi pihak yang bersangkutan, harus memperhatikan aspek berpotensi
mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan
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asas itikad baik menurut Undang-Undang ini, berarti asas yang digunakan

para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk

Secara sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa

sepengetahuan pihak lain tersebut.

. Tujuan

Tujuan pemanfaatan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE di atur

dalam pasal 4, dan yaitu :

L.

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia.

Membangun perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kescjahteraan masyarakat.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan dibiang penggunaan dan
pemanfaatan teknologi informasi  seoptimal mungkin dan
tanggungjawab, dan

Memberikan ‘rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelas bahwa UU nomor 11 tahun 2008,

ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan

dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan



* yang dirakit melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan
diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya
bangsa Indox'xesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat
dunia.

c) Pengertian Tindak Pidana di Dunia Maya, Bentuk-Bentuk dan
Perkembangannya |

Tindak pidana di dunia maya atau yang biasanya disebut kejahatan
mayantara atau cyber crime secara hukum bukanlah kejahatan sederhana.
Karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan
komputer dan internet. Seadangkan internet (interconnected Network)
merupakan jaringan (zetwork) komputer yang terdiri dari ribuan jaringan
komputer independent yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Internet
merupakan jaringan komputer terbesar di dunia®® dan kejahatan yang lahir
sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering
disebut dengan cyber crime.

Menurut kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam
penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan /atau kriminal
berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudian teknologi digital.

Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia’ maya adalah jenis

kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi

“* http://semoga.blog.com.20 Oktober 2006
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tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan
kredibi;itas dari sebuah informasi yang ditempatkan dan diakses oleh
pelanggan internet.

Sedangkan dasar dari cyber crime "adalgh penyalahgunaan computer
dengan cara hacking komputer ataupun dengan cara-cara lainnya merupakan
kejahatan yang perlu ditangani dengan serius, dan dalam mengantisipasi hal
ini perlu rencana persiapan yang baik sebelumnya.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan
teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan
telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan
dalam beberapa bentuk*!, antara lain :

a Unauthorized Acces to Computer System dan Service,
Yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki /menyusup ke dalam
suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa
sepengetahuan dari sistem pemilik sistem jaringan komputer yan
dimasukinya.

b. lllegal Contents

' Mas Wigranto Roes Setiayadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang ~ Tindak  Pidana di  Bidang Teknologi  Informasi, dalam

ht_tp://www.gp' i.or.id /download/Naskah % 20 Akademik, akses tanggal 3 Juni 2004
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Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke
internet tentang suatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap
}nelanggar atau hukum atau mengganggu ketertiban umum.
Data Forgecy
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen
penting yang tersimpan scbagai scriptless docwncnt melalui internet.
Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, denan memasuki
sistem jaringan komputer (computernétwork system) pihak sasaran.
Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, peruskan atau
penghancuran terhadap suatu data, program komputer dan sistem
jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
Ottense Againts Intellectual Propety
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang
dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan
pada web psge suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu
informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain

dan sebagainya.
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g Infringemel of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi sescorang yang merupakan
hal yang sangat pribadi dan rahasia, Kejahatan ini biasanya ditujukan
terh;xdap keterangan sescorang pada formulir data pribadi yang tersimpan
Secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat
merugikan korban secara materiil maupun lmmateml seperti nomor kartu
kredit, nomor pin ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang
selalu menarik minat masyarakat dan kasus cyber crime yang paling banyak
terjadi di Indonesia adalah beberapa kejahatan menggunakan internet untuk
memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan
kartu kredit yang dipalsukan. Kasus yang terjadi pada tahun 2001 yaitu
sebanyak 23 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang dan pada
tahun 2002 (sampai dengan Agustus 2002) mengalami kenaikan pesat
sebanyak 116 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 129 orang. Selain
kasus di atas, kasus cyber crime yang juga banyak meresahkan masyarakat
adalah pornografi, pencemaran nama baik, penghinaan baik bagi individu
maupun kelompok, perjudian dan lain-lain. Dan kejahatan ini semakin hari
semakin marak terjadi dan semakin meresahkan masyarakat jika tidak segera

ditangani.
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d) Fenomena Penodaan Agama di Dunia Maya dan Pengertian Penodaan
Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang N omor 11 Tahun 2008
Tentzing Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta contoh kasusnya.

Fenomena penodaan agama scbenarnya bukanlah hal baru bagi kita,
fenomena ini sudah terjadi berkali-kalihal ini bisa di lihat dari beberapa
contoh kasus mengenai penodaan agama, yang antara lain adalah:

- Tahun 1989: di barat telah dipublikasikan sebuah buku, the Satanic Verses,
karya Salman Rusydi, yang menggambarkan al-Qur’an sebagai ayat-ayat
Setan. Buku ini juga berisi serangan dan pelecehan terhadap isteri-isteri Nabi
yang mulia. Ka’bah yang disucikan dan merupakan tempat pertama yang
diletakkan untuk umat manusia itu, juga dilukiskan sebagai tempat mesum.
-Tahun 1994: Orang yahudi, Steven Spelberg juga telah memproduksi film
dengan judul, True Lies. Film ini menggambarkan sebuah organisasi Islam,
yang dipimpin oleh seorang Muslim, bernama Abdul Aziz. Organisasi
tersebut bernama Jihad Crimson.

-Tahun 1997: Seorang wanita yahudi berkembangsaan Isracl
mempublikasikan 20 gambar yang menghina agama dan Nabi Islam. Di
antaranya gambar babi yang kepalanya memakai kafiyeh ala Palestina,
dengan bertuliskan, Mvhammad, dalam dua bahasa, Arab dan Inggris. Babi
tersebut memegang pensil yang digunakan untuk menulis kitab, yaitu al-

Qur’an.
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-Tahun 2004: Warga Belanda, Theo Van Cogh, mengeluarkan film yang
menghin# kedudukan Rasulullah, Film itu telah membuat marah kaum
Musli\in'Bclanda.

-Tahun 2006: Seorang yahudi menulis penghinaan atas Rasul SAW di
tembok masjid. Sejumlah orang Yahudi melakukan aksi penulisan grafiti
menghina Rasulullah Saw di sejumlah tembok masjid di Qalqgiya, Tepi Barat.
Sumber-sumber keamanan Israel dan Palestina serta beberapa saksi mata
mengatakan bahwa penjaga masjid di lokasi itu terkejut melihat coretan-
coretan tembok saat ia ingin membuka pintu masjid di pagi hari. Sebuah
mobil milik imigran yahudi berhenti dan menuliskan sejumlah kalimat di
tembok luar masjid. Beberapa saat kemudian, barulah diketahui bahwa
mereka menuliskan kalimat yang melecehkan Rasulullah SAW. Tentu saja
hal ini memperpanjang daftar penghinaan orang-orang Yahudi Israel terﬁadap
Rasulullah SAW.

-Tahun 2007:Toilet bertuliskan ayat kursi diproduksi di Itali, peristiwa ini
segera memancing reaksi marah dari minoritas Muslim di Itali. Mereka
segera menghubungi pihak politisi dacrah dan keamanan untuk melarang
beredarnya toilet yang sangat menghina Al-Quran dan kaum Muslimin itu.
Produk itu dituntut agar segera ditarik dari pasar sebelum muncul reaksi yang

lebih keras dari kaum Muslimin Italia dan dunia, pada umumnya.
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Beberapa contoh kasus mengenai penodaan agama tersebut memang
terjadi di luar negri, namun hal itu bukan saja memicu emosi orang-orang
Islam‘yqng tinggal di Negara tersebut, akan tetapi juga memicu emosi orang-
orang Islam di berbagai dunia, termasuk Indonesia.

Fenomena tersebut nampakuya terjadi juga di Indonesia, baru-baru ini
kasus penodaan agama terjadi lewat dunia maya ataun dengan sarana
internet,dimana terdapat blog yang di buat oleh anak bangsa.blog berita
muslim yang berkedok penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad
SAW.Blog yang menggunakan domain Wordpress ini kebanyakan memuat
postingan kartun berbahasa Indonesia, Beberapa dimuat dengan bahasa
Inggris.Kartun itu dibuat dalam empat seri. Dari empat seri itu, seri terakhir
dimuat pada 1 Januari 2010 itu, setiap edisinya menampilkan gambar-gambar
yang menghina umat Islam beserta Nabi Muhammad. Untuk seri ketiga,
dimuat pada 23 Desember 2009 dan seri kedua pada 17 Desember 2009.
Sedangkan seri pertama di-posting pada 11 September 2009.Blog yang
memuat komik Nabi Muhammad versi Indonesia beredar. Isinya, penuh
hinaan terhadap Muhammad dan Islam. Selain melanggar larangan Islam
untuk tidak menampilkan gambar Muhammad, kartun itu juga berisi
penghinaan atas pernikahan Nabi terhadap Zainab dan Aisyah. Dan hal ini

membuat polemik di masyarakat, akibatnya Pengunjung dan pengumpat
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amat sangat melecehkan, menghasut, dan memfitnah. Karikatur di halaman

pertama Menghina simbol-simbol Islam, Nabi Muhammad, bahkan Allah
SWT..

3. http://teswordpress.wordpress.com/ — Isinya
kurang lebih sama, kebohongan dibawah judul Mengenal Agama palsu, berisi
hujatan dan makian hinaan..

4. http://kesalahanquran.wordpress.com/ berisi ajakan untuk murtad dan jelas
penghinaan terhadap Alquran dan Nabi Saww.

5.Ratusan situs lain http://trulyislam blogspot.cony;
http://admin2i2h.blogspot.com;www.indonesia.faithfreedom.org,

http://www.kumpulankotbah.com/islamic-articles/index.html;
http://islamsesat.multiply.com; http://muslimharustahu.wordpress.com/;
http://kesalahanquran.wordpress.com/;
http:/kebohongandariislam.wordpress.com/. dan banyak lagi situs-situs yang

dengan bebas gentayangan dan hendak menerkam keimanan generasi muda

Indonesia
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Sebenarnya tindak pidana penodaan agama di dunia maya sudah diatur
dalam pisal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi :

“sctiap orang dengan sengsja dan tanpa hak menycbarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atay permusuhan individu
dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dta:g gntar golongan (SARA)". Dan berikut ini adalah penjelasan pasal di
o Pengertian setiap orang disini selain ditafsirkan sebagai individu juga
badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan
melalaikan yang dilarang Undang-Undang dan tindakan melalaikan yang
diancam hukuman. Pengertian menyebarkan informasi adalah ditafsirkan
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisa, dan menyebarkan, satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau pertorasi yang telah
diolah dan memiliki arti.

Perbuatan di atas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik
yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang,

yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau

* Undang-Undeng Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, 41
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kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar a
golongaﬁ (SARA). Dengan demikian, delik ini termasuk delik materiil atau
delik\'de;ngan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana
penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Namun demikian disini tidak
perlu dibuktikan tentang akibat dari permﬂsuhap individu atau SARA, yang
penting secara formal telah menimbulkan rasa l;ebencian atau permusuhan
antar individu dan /atau kelompok masyarakat. Dalam pasal ini memang
tidak discbutkan kata “agama” secara langsung, akan tetapi dalam pasal ini
kata penghinaan terhadap agama digabungkan dengan kata penghinaan
terhadap SARA dimana mencakup suku, agama, ras dan antar golongan.

Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) beserta Unsur-Unsur di dalamnya.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penodaan agama di dumia
maya diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dalam pasal ini terdapat 3 ayat

yang semuanya mengatur tentang ketentuan pidana. Adapun bunyi pasal 45

dalam UU No 11 Tahun 2008 adalah :
pasal 45
a Setigp orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam

pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 6 (enam) tabun dan /atsu dends paling banysk Rp.
1.000.000.000,00 (satv miliar rupiah).

b. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (epam) tabun dan /atau dends paling banyak Rp.
1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

c. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)
dan /atsu denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milisr rupiah).

Adapun mengenai tindak pidana penodaan agama di dunia maya diatur
dalam pasal 28 ayat (2) dengan bunyi sebagai berikut) :
Pasal 28
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdssarkan suku, agama, ras

dan antar golongan (SARA).

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat
dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi dua unsur, yakni adanya unsur
actus reus atau unsur esensial dari kejahatan (physical clemnf) dan means
real (mental elemen) yakni keadaan sikap batin. Acfus reus adalah
menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlsw ful act) sedangkan
means rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin

Perbuatan dalam pasal 28 ayat (2) bisa dianggap sebagai tindak pidana
jika memenuhi unsur-unsur berikut ini :

a) Setiap orang
b) Sengaja dan tanpa hak

¢) Menyebarkan informasi
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d) Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antar golongan (SARA).

Selain diancam dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE,
penodaan agama di dunia maya juga dlancam dengan kcténtuan pidana
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 156a,
dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 156a
“Dipidana degan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang

siapa dengan sengsja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melskukan
perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuban, penyalahgunaan penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut 4gama apapun jugs,
yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Fsa.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan menodai
agama di dunia maya dengan sengaja dapat dikenakan sanksi berlapis yakni
berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00- (Satu miliar rupiah) sesuai dengan pelanggaran
pasal 28 ayat (2) dengan ketentuan pidana pada pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
dan Pidana penjara selama-lamanya lima tahun penjara sesuai dengean

ketentuan pidana dalam pasal 156a KUHP.



BABIV
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI DUNIA MAYA DALAM FIQIH

JINAYAH

A. Analisis Hukum Terhadap Tindak pidana Penodaan Agama di Dunia
Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).

Kejahatan di dunia maya yang berhubungan erat dengan penggunaan
teknologi informasi yang berbasis utama komputer, dalam literatur dan
praktiknya dikelompokkan dalam tujuh macam bentuk, yaitu :

1) Unauthorized Acces to computer sistem dan service dimana kejahatan
dengan memasuki atau menyusup sc¢ suatu sistem jaringan komputer
secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik
sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2) lIllegal Contents, yaitu merupakan kejadian dengan memasukkan data
atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak
etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu

ketertiban umum.

57
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3) Data Forgery, yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data
pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriplessi
document me/alui intemnet.

4) Cyber Espionage, yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan
jaringan internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan mata-mata
terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer
(computer network system) pihak sasaran.

3) Cyber Sabotage an Extortion, kejahatan ini dilakukan dengan membuat
gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program
komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan
internet.

6) Offense Against Intellectval Property, kejahatan ini ditujukan terhadap
hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

7) Intringements of privacy, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi
sescorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada
formulir data pribadi yang tersimpan secara computcerized, yang apabila
diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materiil

maupun immateriil. Seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan

lain-lain.
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Meclihat tujuh macam bentuk kejahatan dunia maya di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa penodaan agama di dunia maya termasuk dalam
bentuk yang kedua yaitu illegal contents dimana kejahatan yang dimaksud
adalah denéan memasukkan data atau informasi ke internet, tentang suatu
hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau
mengganggu ketertiban umum. Penodaan agama di dunia maya dilakukan
dengan memasukkan informasi berupa tulisan, gambar atau yang lainnya,
yang isinya mengganggu ketertiban umum khususnya pemeluk agama
tersebut, dan hal ini tentunya melanggar hukum, karena penodaan terhadap
agama merupakan suatu kejahatan, dan hal ini sudah diatur dalam beberapa
Undang-Undang, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dalam pasal 156 dan pasal 156a, dan juga dalam Undang-Undang
PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Dua Undang-Undang di atas mengatur
tentang larangan melakukan penodaan atau penghinaan terhadap agama.
Dan selain dua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi
dan Trausaksi Elektronik (ITE) yakni dalam pasal 28 ayat (2) dengan
ketentuan pidana dalam pasal 45 ayat (1) dalam KUHP penodaan terhadap

agama diatur dalam pasal 156 dan 156 a dengan berbunyi sebagai berikut :
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adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan /atau denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE ini bisa diberlakukan
jika penodaan agama yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan
media teknologi elektronik seperti internet dan lain-lain. Dan pebodaan
agama di dunia maya juga dikenakan padsal berlapis, yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 danjuga Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).Akan tetapi jika hal ini tidak dilakukan di dunia maya,
maka ketentuan pidana yang dimaksud adalah ketentuan pidana yang
terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Suatu tindakan bisa dianggap sebagai delik atau perbuatan pidana
dan bisa dikenai ketentuan pidana jika memenuhi unsur-unsur delik
(perbuatan pidana) dan menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas
unsur subjektif dan objektif.* Terhadap unsur-unsur tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada

4 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), 13
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kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang
diakibatkan oleh kesengajaan (intention, opzet, dolus) dan kealpaan.
2. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari dan luar dari pelaku yang terdiri
atas :
a. Perbuatan manusia, berupa :
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif,
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
b. Akibat (resulf) perbuatan manusia
c. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan tersebut dibedakan
antara lain
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Penodaan agama dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 28
ayat 2, dapat dikatakan scbagai tindak pidana penodaan terhadap agama
dalam pasal ini jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini :*
a. Setiap orang

b. Sengaja dan tanpa hak

* Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi kasus Prita
Mulyasari, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 100
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¢. Menyebarkan informasi
d. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuban individu dan /atau
kelorﬁpok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan

antar go‘longan (SARA).
Dari uraian dua unsur di atas, yakni unsur menurut doktrin dan

unsur dalam pasal 28 ayat 2, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Unsur dalam doktrin Unsur-Unsur dalam
pasal 28 ayat 2 UU ITE
1. Unsur Subjektif 1. Dengan sengaja
2. Unsur Objektif 2. Menyebarkan informasi
- Perbuatan manusia - Menimbulkan rasa kebencian
- Akibat atau permusuban individual
- Sifat melawan hukum dan /atau kelompok
masyarakat tertentu.
- Melanggar UU ini berarti
melawan hukum.

Dalam dua unsur di atas, menjelaskan bahwa tindakan penodaan
agama di dunia maya yang memenuhi unsur pada pasal 28 ayat 2 yang
tentunya juga sesuai dengan unsur delik menurut doktrin bisa dikenakan

sanksi sebagaimana ketentuan yang ada.



B. Analisis Figih Jinayah (Hukum Pidana Islam) terhadap tindak pidana
Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun
2008 teniang informasi dan Transaksi Elektronik.

Fiqih jinayah memang tidak mengenal kejahatan mayantara atau
kejahatan yang dilakukan di dunia maya, akan tetapi masalah penodaan
agama sudah terjadi dari sejak dulu, sejak Nabi Muhammad SAW mulai
menyebarkan ajaran agama Islam, dalam Islam menempatkan “memelihara
agama’~ sebagai suatu kewajiban baik secara individual maupun secara
kelompok. Sedangkan arti memelihara agama menurut hukum Islam bukan
saja melindungi orang yang beragama saja, akan tetapi melindungi secara
utuh, agama secara utuh berarti semua yang berhubungan dengan agama,
seperti Tuhan, Nabi, ajaran, kitab suci dan lain-lain.

Doktrin mengenal istilah unsur pidana, dalam pasal 28 ayat 2
Undang-Undang ITE pun demikian, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi
sehingga bisa dikatakan melanggar pasal 28 ayat 2 tersebut, dimana unsur-
unsur itu ada 3 macam, dan dalam figih jinayah juga terdapat unsur atau
rukun jingyah, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka
suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

Dalam fiqih jinayah ada tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga
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bisa dikatakan sebagai perbuatan Jinayah'®, yakni : pertama, unsur formal
atau rukun syar’; dimana harus ada ketentuan syara’ atau nash yang
menyatal;aq bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan yang oleh hukum
dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, kedua unsur material atau
rukun maddi dimana harus ada perilaku yang membentuk jarimah, baik
berupa perbuatan atau tidak berbuat, ketiga, unsur moril atau rukun adaby
dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Dan meskipun 3 unsur yang diatur dalam pasal 28 ayat 2
secara tersurat tidak sama dengan 3 unsur yang terdapat dalam figih
Jingyah, akan tetapi secara tersirat unsur yang terkandung dalam pasal 28
tersebut sama dengan unsur yang ada dalam figih jinayah.

“Setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian stau
permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”,

Dari pasal di atas dapat diuraikan bahwa “Setiap orang dengan
sengaja” adalah unsur moril atau rukun sdsby dimana kata” setiap orang
dengan sengaja “disini dapat disimpulkan secbagai orang yang
mempertanggungjawabkan perbuatan pidana”. "Menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

52

* Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000),
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individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama,
ras, dan antar golongan (SARA)”, kalimat ini dapat disimpulkan sebagai
unsur ma\teljial atau rukun maddi dimana dalam unsur ini ada perbuatan
yang membentuk jarimah, apabila perbuatan yang dimaksud disini adalah
menyebarkan informasi yang menimbulkian rasa kebencian atau
permusuhan berdasarkan SARA, dimana agama merupakan hal yang pokok
yang wajib dilindungi.

Sedangkan untuk unsur formal atau rukun syara’ atau nash yang
menyatakan perbuatan yang dilakukan itu dinyatakan scbagai sesuatu yang
dapat dihukum yang dalam bahasa lain disebut Undang-Undang yang
sudah jelas bahwa pasal ini terdapat dalam Undang-Undang yang dibuat
oleh pemerintah, yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana atau hukuman dimaksudkan untuk membuat si
pelaku jera dengan tindakannya dan jika merupakan tindakan preventif
bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam figih jinayah
tujuan pidana diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Memelihara masyarakat
2. Upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku

3. Upaya pendidikan dan pengajaran
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4. Balasan atas perbuatan
Mengenai macam-macam hukuman dalam figih jinayah dikenal tiga
macam h;lkuman, yaitu :
a. Hudud
Hudud dibatasi untuk hukuman atas tindak pidana yang sebutkan
oleh Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Saw, yang oleh Ahmad Wardi Musliq
disebutkan ada 7 macam, yakni Jarimah zina, qadzaf, minum-minuman
keras, jarimah pencurian, jarimah hirobah, Jarimah pcmberontakan, dan
Jarimah riddabh.
b. Qishash
Qishash atau hukum balas, dimana yang termasuk dalam jarimah
qishash ini hanya ada 2 macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.
¢. Tazir
Ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan atas perbuatan
maksiat atau jinayah dan tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula
kifarat.
Melihat 3 macam hukuman dalam figih jinayah di atas, maka tindak
pidana penodaan agama di dunia maya adalah perbuatan yang diancam
dngan hukuman Tz’zir, karena tindak pidana penodaan agama di dunia

maya berbeda dengan riddah yang dihukum dengan pidana hudud, hal ini
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terlihat dari unsur-unsur jarimah riddah yang berbeda dengan unsur tindak
pidana penodaan agama di dumia maya yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana unsur dalam Jarimah riddsh adalah
kembali atau keluar dari Islam yang bisa berupa perbuatan atau menolak
perbuatan, ucapan, atau dengan iktikad dan keyakinan, dan adanya niat
yang melawan hukum. Sedangkan unsur tindak pidana penodaan agama di
dunia maya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah sengaja
melawan hukum dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan agama. 7a’zir menjadi wewenang penuh ulul amri,
artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa,
ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum
atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Adapun
mengenai penodaan agama di dunia maya dalam Undang-Undang ITE
mempunyai ketentuan pidana 6 tahun penjara dan /atau denda Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum pidana Islam
ketentuan pidana mengenai tindak pidana penodaan agama di dunia maya
memang tidak diatur dan ketentuan pidana ini diserahkan kepada ulil amri,
akan tetapi ulil amri dan pemerintah juga harus melihat apakah hukuman

yang dijatuhkan itu bisa memberikan jera atau tidak, mengingat agama



69

adalah hal yang paling mendasar yang harus dilindungi, bahkan
mengapa agama harus diutamakan daripada yang lainnya, dan hukuman
yang berlaku sekarang, nampaknya kurang memberikan efek jera bagi si
pelaku. Padahal salah satu tujuan dari hukuman adalah untuk memberikan
efek jera dan juga pencegahan. Hukuman penjara 6 tahun /atau denda Rp.
1.000.000.000,00 mungkin tidak sebanding dengan hukuman mati yang
pernah dijatuhkan Nabi Muhammad kepada seseorang yang telah menghina
beliau atau mencerca agama Islam, oleh karena itu meskipun unsur dalam
jarimah riddah tidak sama dengan unsur dalam tindak pidana penodaan
agama di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE, namun nampaknya hukuman dalam jarimah riddah bisa
diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya agar

pelaku tindak pidana ini bisa jera.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Penodaan agama di dunia maya menurut Ijndang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menyebarkan
informasi dengan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan, satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, elektronik data interchange, Surat elektronik, telegram,
teleks, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,
atau pertorasi yang telah diolah dan memiliki arti, yang menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan agama.

b. Bentuk penodaan agama di dunia maya adalah berupa tulisan-tulisan atau
gambas-gambar yang isinya memojokkan agama, hal ini bisa berupa blog
atau sejenisnya. Adapun Sanksi hukumnya menurut Undang-Undang ITE
adalah Pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu
miliar rupiah).

c. Fiqih jinayah tidak mengenal istilah dunia maya, akan tetapi tindak pidana

penodaan agama sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan hukumannya ada

70
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pidana penodaan agama dalam Islam sebenarnya sudah ada dalam nash,yakni
hukuman mati, yang tergolong dalam jarimah riddah. Akan tetapi hal ini tidak
dapat diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya
karena unsur-unsurnya berbeda. Oleh karena itu tindak pidana penodaan
agama dimasukkan dalam jarimah ¢4 ’zr, dimana hukumannya diserahkan pada
Ulil amri. yang bisa berupa hukuman penjara, pengucilan, dll
B) Saran-Saran |
Masalah penodaan agama adalah masalah yang sangat penting yang harus
diperhatikan, dan campur tangan pemerintah sangat diperlukan, terlebih kalau
hal ini dilakukan di dunia maya, karena dunmia inilah yang saat ini banyak
diperhatikan masyarakat, bukan hanya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak.
Pemerintah mempunyai hak untuk memblokir situs-situs yang dianggap tidak
pantas untuk dikonsumsi, terlebih masalah penodaan agama, dan pemblokiran
yang dilakukan supaya dilakukan dengan segera agar tidak terlambat.
Pemerintah juga harus tanggap dalam menyikapi hal ini, kalau hukuman yang
sudah ada tidak mampu membuat jera pelaku, maka pemerintah harus mencari
alternatif lain, guna membuat jera pelaku tindak pidana penodaan agama seperti
dengan merevisi Undang-Undang ini atau yang lainnya. Dan meskipun tindakan
ini dilakukan di dunia maya, diharapkan aparat penegak hukum agar memproses
pelaku dan memberinya hukuman yang selayaknya agar si pelaku jerah dan tidak

mengulangi hal yang serupa. Dan meskipun tindak pidana penodaan agama di
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dunia maya mempunyai unsur yang berbeda dengan jarimah riddah , namun
untuk menjaga keutuhan agama dan membuat jerah pel;aku tindak pidana
penodaan agama di dunia maya, maka hukuman dalam jarimah riddah bisa

diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya ini.
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